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PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

el ezl alll e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (/tsbat Nikah)
yang diajukan oleh :

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun,

bertempat tinggal di Jalan Karyawan,
RT.08 Desa Senoni Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara , sebagai
Pemohon I;
XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Karyawan, RT.08 Desa Senoni
Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan
permohonannya tertanggal 17 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor
149/Pdt.P/2018/PA.Tqgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah secara Islam di
Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara, pada hari Sabtu, tanggal 25
Agustus 2012, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Bakran, imam
yang menikahkan bernama Buchori dan pernikahan tersebut disaksikan
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oleh dua orang saksi yang bernama Hadi dan Maulana dengan

maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon | berstatus Duda
cerai hidup dan Pemohon Il berstatus Perawan dan antara Pemohon |
dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan
yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah memiliki Buku Nikah
dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon | dan
Pemohon Il hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam
dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

a. xxx, lahir di Senoni tanggal 10 Mei 2013

b. xxx, lahir di Sanggulan tanggal 11 Februari 2017;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengurus permohonan isbat nikah ini
bertujuan agar pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dicatat
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti
keabsahan pernikahan antara Pemohon | dan pemohon lI;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon | dan Pemohon Il

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan
permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon |, xxx, dengan
Pemohon II, xxx, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25
Agustus 2012 di Kecamatan Sebulu, , Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,

Pemohon | dan Pemohon Il hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya,

Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap pada permohonannya;
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Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan
Pemohon | dan Pemohon Il, pengadilan telah mengumumkan kepada
masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari
persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita
acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di
atas;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il terbukti beragama
Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum Islam, sesuai Pasal
49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah
permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, dengan alasan
Pemohon | dengan Pemohon Il sejak menikah sampai sekarang belum
memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu
sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon | dan Pemohon I
untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat
permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25
Agustus 2012 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara,
dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut
telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan
Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama,;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melakukan

nikah sirri dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Sabtu tanggal 25
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Agustus 2012 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan
wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama Bakran dan yang
menikahkan adalah imam kampung bernama Bukhari dengan 2 (dua) orang
saksi bernama Hadi dan Maulana, keduanya beragama Islam dan telah
dewasa, dengan mas kawin sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang Undang
nomor 1 tahun 1974, bahwa “seorang yang terikat tali perkawinan dengan
orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam
pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang Undang nomor 1 tahun 1974,
dikaitkan dengan perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon | dengan
Pemohon Il terdapat adanya halangan untuk menikah bagi keduanya dan
begitu juga Pemohon | juga tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan
Agama,;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon |
dan Pemohon Il petitum point 1 dan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009,biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 651.000,00
(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 M. bertepatan tanggal
11 Syawal 1439 H. oleh kami, Drs.H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua
Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.l. dan Drs. H. Ahmad Syaukani
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
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dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Mahyani, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

RRENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H., Drs. H. AHMAD SYAUKANI
M.H.L.
Panitera Pengganti,

Dra. SITI NAJEMAH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp  30.000,00
- Proses Rp  50.000,00
- Pemanggilan Rp 560.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 651.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



